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untuk mengkaji beberapa pasal yang termaktub dalam kitab Qanun Melaka, khususnya
yang berkaitan dengan hukum pidana (jinayat). Pasal

Kitab Qanun Melaka sebagai sumber data primer. Ada

menggunakan berbagai pustaka yang mengkaji tentang hukum Islam dari berbagai macam
mazhab. Struktur isi kitab Qanun Melaka memberi gambaran tentang proses penerimaan
hukum Islam dan perkembangan pemikiran hukum Islam masyarakat Melayu. Substansinya
mengadopsi dan menyeleksi hukum adat dan hukum Islam merupakan salah satu corak

Qanun Melaka dalam mewujudkan kewibawaan kerajaan Melaka dan kema°®lahatan
masyarakat Melaka.

pun sumber data skunder, penulis

Abstract: The notion of a sentence requires criminal sanctions are expected to be more
effective to prevent the perpetrators from recommitting their actions. Therefore, there is -
a need for expansion of textual interpretation of the Koran and al-Hadith when in contact
with local values and culture containing the same spirit, including the Book of Qanun
Melaka, to achicve a sense of security and welfare. This research was conducted to exam-
ine some of the provisions contained in the book of Qanun Melaka, especially with regard
to criminal law (jinayat). These articles are related to punishment for crimes such as bur-
glary, robbery, violence, and adultery. This research is a library research by examining the
Book of Qanun Melaka as the primary data source. The secondary data sources were taken
from variety of literature that examines Islamic law from a variety of schools.thoughts.
The structure of the book of Qanun Melaka illustrates the acceptance of Islan?w law and
the development of the Malay Islamic legal thought. Adoptation anfi selec.:tn.on of sub-
stance of customary law and Islamic law is one style of Qanun Melaka in realizing Melaka
royal authority and the welfare of the Melaka community.

Kata kunci: hukum, jinayat, Qanun Melaka, figh, pidana
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ULUAN
PENS‘:; fighmemiliki makna khusus bagi hukum lslum‘):ung‘scku.l'i'gus mcru!mkan Pemby,
kum yang lain pada umumnya (hukum Sckuler). Figh yang identik gy, "

dari ragam 1 it ang cukup luas.! Ada beberapa ciri khugug pao: -
hukum Islam memiliki cakupan yang e s 8 My
[slam, di antaranya: pertama, hukum Islam ( tq ) llbll , ml, u_r‘m‘cflgdlur b.;,gﬂimana
hubungan baik dengan sesamd makhluk Tuhan saja ( ha 1;1 lg’u— 1..1111.5) hiljlll,( fcmp.[ figh jug,
mcngaturbagnimunuhubungun baik dengan sang pencipta (al- ”1: ,I(I-), ylung 'Lmudmn dikeng
dengan habl min Allah. Lain halnya dengan hukum }Jmum (sekuler) hanya mengatur pagy
perkara yang berkaitan dengan scsama mukhlukl saju.. Kedua, lu.xkum .lslam (figh) dalan
ketetapan hukumnya harus berdasarkan pada dalil-dalil agama disamping mcml?crhalikan
kebiasaan (adat-istiadat) masyarakat pada suatu waktu dan tempat. Sementara itu, dalam
hukum umum tidak memiliki kewajiban untuk mendasarkan suutulhulkum pada dalil-dali|
agama, schingga dasar pijakan hukum umum adalah rasio dan adat. 1s.uadat. )

Kitab Qanun Melaka dipandang oleh para pakar sejarah sebagai kitab hukum dan politik
yang pertama kali disusun di dunia Melayu. Kitab undang-undang tersebut mcnfmjukkan
betapa kuatnya pengaruh unsur-unsur hukum I[slam, khususnya yang berasal dari mazhab
Shafi’iy. Schingga tercermin adanya pertemuan dan kesesuaian di antara hukum Islam dengan
adat sctempat. Adanya kesesuaian tersebut dapat ditemukan dalam kitab Qanun Melaka
seperti: pertama, gagasan tentang kekuasaan dan sifat daulat ditentukan berdasarkan prinsip-
prinsip Islam. Kedua, pemeliharaaan ketertiban umum dan penyelesaian perkara-perkara
hukum didasarkan kepada ketentuan-ketntuan Islam dan adat. Ketiga, hukum kekeluargaan
pada umumnya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan figh Islam. Keempat, hukum dagang
dirumuskan berdasarkan praktek perdagangan kaum muslimin. Kelima, hukum yang berkaitan
dengan kepemilikan tanah pada umunya berdasarkan pada adat yang berlaku.? Dengan
demikian dalam perkembangan politik Melayu di Nusantara, pembinaan hukumnya dilakukan
dengan mengambil prinsip-prinsip hukum Islam dan mempertahankan ketentuan adat yang
dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meman g pada dasarnya menurut Tengku
[brahim Ismail, kitab Qanun ditulis dan dibukukan oleh Sultan Muzaffar Shah (1446-1456

lMcnlirul Hasbi Ash Shiddieqy, hukum Islam (figh) dapat diklasifikasikan dalam enam kelompok: l)'
masalah ibadah kepada Allah swt; 2

l Sl
) masalah yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan; 3) interaks

-y ' dﬂn

5) hukum acara di peradilan (murafa l}h{(,mtﬂ?

Bip Ml y , Dinamika dan Elastisitas Hukum Islﬂl’"( 1;411113

: a ammad Iqgbal, Rekonstruksi Pemikiran Islam (Padang: Kalam "

;?94). 12. lihat pula: A.Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Is/am dur
ukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 2 ' P

*Azyumardi Azra, Renaisang Isl it

: . omaj
Rosda Karya, 1999), 102, am Asia Tenggara: Sejnrah Wacana dan Kekuasaan (Bandung : PT. K¢
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M) dengan alasen untuk dapst menyesuaikan hukum [slam dengan berbagai adat istiadat
nenck moyang suku Melayu.’ Karena merupakan undang-undang pertama kali yang disusun
di negeri Melayu, maka wajar apabila kitab Qanun Melaka disebarluaskan penerapannya
pada kerajaan-kerajaan Melayu, seperti kerajaan Aceh, kerajaan Riau, kerajaan Pahang,
kerajaan Pontianak, kerajaan Sambas, dan kerajaan Brunei Darussalam.* Walaupun dalam
perkembangannya, kitab Qanun Melaka menerima berbagai penyempurnaan yang disesuaikan
dengan wilayah kerajaan masing-masing.

Kitab Qanun Melaka yang merupakan undang-undang lokal atau figh lokal yang
diberlakukan di wilayah Melaka, kiranya dapat dipandang seide dengan pendapat Hasbi Ash
Shiddieqy yang telah mempromosikan “figh Indonesia”. Figh lokal tersebut, merupakan
simbiosis di antara hukum Islam dengan adat setempat.

Pada awal tahun 1940, Hasbi Ash Shiddieqy telah berusaha menawarkan dirumuskannya
konsep hukum Islam yang khas Indonesia (figh Indonesia). Tawaran Hasbi Ash Shiddieqy

tersebut pada awalnya kurang mendapatkan respon yang positif dari para cendikiawan muslim
dan pemerintah pada saat itu, hal ini dimungkinkan disebabkan oleh bentuk formulasi hukum

Islam yang ditawarkan oleh Hasbi® masih dipandang lemah. Usaha yang dilakukan oleh
Hasbi tanpaknya diteruskan oleh Hazairin. Setelah Indonesia merdeka, Hazairin mengusulkan
untuk dapat menciptakan suatu mazhab baru dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan
karakteristik dan budaya bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut berangkat dari suatu keyakinan
bahwa pintu ijtihad senan tiasa terbuka bagi para mujtahid. Hazairin menyampaikan konsep
mazhab nasional Indonesia pada tahun 1951.5

Seirama dengan pendapat Hazairin, Hasbi juga menekankan atas pentingnya ijtihad
bersama dalam mengkonstruksi figh ‘ala Indonesia.” Dalam pandangan Hasbi, figh yang
diamalkan oleh bangsa Indonesia selama ini tidak lain adalah figh Hijazi, yang dibangun
atas adat istiadat masyarakat Hijaz atau figh Misri yang dirumuskan atas adat istiadat
masyarakat Mesir atau figh lokal lainnya yang belum tentu memiliki karakter yang sama

Tengku Ibrahim Ismail, Pengaruh Parsi dalam Sastra Melayu Islam di Nusantara, Jurnal Ulumul Quran,

No. 03/ Volume II/ 1989, 36.

‘Ibid., 38.
sBaca Teungkoe Mohd. Hasbi Ash Shiddieqy, Memoedahkan Pengertian Islam Indonesia, Pandji Islam,

Boendelan Ketoejoeh, 1940. Sebagaimana yang dikutib oleh Yudian Wahyudi, Hasbi’s Theory of Ijtihad in the
Context of Indonesian Figh, Thesis: (Mc.Gill University, 1993), 1. dan lihat pula: Ratno Lukito, Islamic Law
and Adat Encounter: The Experience of Indonesia, Thesis (McGill University, 1998), 75.

$Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum (Jakarta : Tinta Emas, 1974), 115. Lihat pula tulisan Hazairin,

Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Tinta Emas, 1982), 5.
"Hasbi mendefinisikan figh Indonesia sebagai figh yang dapat diaplikasikan scjalan dengan karakter

bangsa Indonesia. Lihat: Hasbi Ash Shiddieqy, Syari‘ah Islam Menjawab Tantangan Zaman (Jakarta: Bulan
Bintang, 1966), 43.




Jumal Penelitian Keislaman, Vol. 8, No. 1, Januari 2012; 1-2]

syarakat Indonesia.* Hazairin berpendapat bahwa mazliubfrld()ncsial,aruS ibg
e masyars lalui upaya pembaharuan terhadap mazhab Shafi’iy seguy dengy, kg%
semata-mata mela :ja 9psgmcmam itu, Hasbi lebih cenderung untuk dgpy, m Bgun:?:i
e Indm:; 'a; referensi/maraji’ dalam penyusunan figh Indonesiy, n
SC"":)“ ?uza::lirs Cabail ke sembilan, keterlibatan saudagar Muslim mulaj tampgy dalgy,
PcrdaanZm di wilayah selat Melaka."' Namun para saudagar Muslim tergep, Ut belyp

ampy
e aulatan di selat Melaka. Baru sekitar abad ke Cmpat belgg, befdin‘lah
mendirikan suatu kedaulata "
elaky
Many
Cnjad

kerajaan Islam Melaka yang mana kemudian berhasi] menguasai bcbcrapa kerajagp I

Jk Islam. Adapun kerajaan-kerajaan yang berhasil ditaklukkan oleh kcs'ultanan M
g:::lt]uranya ;1da yang sejak awal telah masuk Islamt tetapi ada julgall( ,kirajaaz_ yang
pada awalnya belum beragama Islam karena mcnjadl. taklukan 1\er a z c;nu ;)an m
beragama Islam, seperti: kerajaan Aru, kerajaan Pedir, dan kerajaan Lambyi, isa

g-undang Negeri; 6) undang—undang Johor,”

m kitab Qanup Melaka, maka pada kesempatan

dalam Masalah pidang (jinayat),
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hukum Islam dari berbagai macam mazhab, seperti kitab Bidiyah al Mujtahid karya Tbn
Rusyd, kitab Majmai’ Fatawa karya [bn Taimiyah, kitab [hya ‘Ulim al-din karya al-Ghazali
dan kitab-kitab figh lainnya. Sumber data skunder tersebut aksn penulis jadikan sebagai
referensi dan sckaligus menjadi pembanding dalam penelashan kitab Qanun Melaka.

Dalam penulisan ini, dipergunakan dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan sosio-
historis dan pendekatan hermeneutik Pendekatan sosio-historis adalsh merupakan penelitian
kescjarahan, yang akan digunakan dalam mengkaji tentang sejarah situasi dan kondisi
kerajaan Melaka. Penclitian kescjarahan, menuntut adanya keterkaitan dengan masa lampau
yang mana pada dasarnya menyimpan makna yang berharga'’. Sedangkan pendekatan
hermeneutik menurut Ricoeur adalah “suatu teori pengoperasian pemahaman dalam hubungan-
nya dengan interpretasi terhadap teks.”* Pendekatan yang digunakan untuk memahami
pemikiran seorang tokoh yang berada dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan masa
dimana peneliti berada.'s Pendekatan ini memiliki tiga elemen dasar, yaitu: 1) penulis (au-
thor); 2) naskah (text); 3) pembaca (reader). Teks pada pendekatan hermeneutik hanya
berhubungan dengan kata-kata (bahasa) tulis sebagai ganti dari kata-kata (bahasa) lisan yang
diucapkan. Dalam melaksanakan pemahaman, pembaca dituntut untuk memperhatikan otonomi
teks, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: intensi atau maksud pengarang, situasi kondisi
pengadaan teks, dan untuk siapa teks dimaksudkan.'® Pendekatan hermeneutik akan diguna-
kan untuk menelaah dan menafsirkan kitab Qanun Melaka, yang mana pada masa kejayaan
kerajaan Melaka dijadikan sebagai undang-undang bagi masyarakat Melayu (figh Melayu).

Penelitian kesejarahan yang dilakukan berkaitan dengan pengkajian kitab Qanun Melaka
menggunakan tatacara deskriptif analisis, yang berorientasi pada pengungkapan kembali
peristiwa yang terjadi pada masa lalu, kemudian diuraikan sebagai cerita (story).'” Dengan
bentuk analisa kualitatif, yaitu analisa yang menggunakan pemikiran logika melalui deduksi,
induksi, komparasi dan sejenisnya.'"® Dengan demikian, maka jika ada data kuantitatifyang
terdapat dalam penelitian ini hanya berfungsi sebagai data penunjang.

’Menurut Surakhmad dan Winarno, secara garis besar penelitian sejarah mengikuti langkah-langkah: 1)
persiapan; 2) pengumpulan data; 3) penilaian data dan penafsiran data; dan 4) penyimpulan, Surakhmad dan
Winamno, Pengantar Penelitian limiyah (Bandung: Tarsito, 1990), 132. .

“E Sumaryono, Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat (Yogyakar.ta; K'ams:us, 1993), 100.

SRichard E. Palmer, Hermeneutics (Evamston: Northwestem University Press, 1985), 33.

"*E. Sumary Hermencutik, 101.

"g;rslom K;n:&irjo. Pan;ek:kt'an Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah ('.’ akart a_:“PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1993), 9. Lihat pula: Dudung Abdur Rahman, Metode Penclitian Sejarah (Ciputat: Logos Wacana

Iimu, 1419), 99.
"*Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penclitian (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995), 95.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengkaji pasal-pasal yang termaktub dalam Qanun Melaka, mag akan diketgp

: @y,
pengaruh Hindu dan pengaruh Islam. Ked ua norma tersebyt (Hmc%u dan 15.1 am) iy, e
memberi warna yang khas bagi undang-undang Melaka, Peru.bal?an S€jarah dar; Melay, Hing,
kepada Melayu Islam, menjadi titik tolak yang bermakna bagi éejarah PertUn.ibUhan keby dayg
an dan perundangan masyarakat Melayu.'® Menuruyt kajian dari beberapa sarj

ana Barat seper
William R.Roff dan Alfred PRubin, menyatakan bahwa undang-undang Melaka pada dﬂsamya

adalah berasaskan pada hukum Islam dj samping berpegang pada hukum akal dap hukyg,

mengandung nilai-nilaj Is|amj terdapat dalam undang-undang Melaka, seperti -

“mengijyt
hukum Allah”, “menurut dali] gj-

; oy (1
Qur’an” dan “mepuryt amr bi al-ma’rif wg nahyi ‘ap 4.

. ""Mohd. Taih Osman, § ikuti Sejarap Melayy, dalam Malaysia Daripada
4,
» Islam djj Nusantary Kh

Ususnya dii Tapap Met,
Dan Kebijakan Islam Al-Rallmaniah, 1990), 148,

"Teks Yang sepenuhnya darj gu; leh itu, titap baginda kepada Seri Maharaja
Jikalay orang Mmendapatkan » Jika tiadg dipulangkan kepada empunya, disuryh baginda kudung
langanny, dan jikalay tiada berte ai itulah dihnn!arkan". Dari segi istilah
had berari lmlmlgan‘ uty naksudkan scbagai hukuman-hukuman
Cngan cary melonyot bagy terhadap pelaky perzinahan,

ari pada harj itulah datang padq akhimya tiada
an aman”, Ibid, 32,

L

aysia, No.9, 1980,
il shak, Js! ayu, Cet, | (Malaysiq Badan Dakwah
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Hniyit dalam Kitab Qonun Melaka (Baidhillah Riyadhi Nelly Myjahidah)

Adsaya hukum “kudung tangan” jelas memberikan kesan yang diterapkan secara tertulis
& dalam Qanun Melaka. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 7: 2 Qanun Melaka;
“Adapun jikalau s mencuri, maka tertangkap lalu dibunuhnys maka kenalah denda akaa dia
sotengah harganya... adspun pada hukum Alleh orang yang mencurl itu tiada harus dibunuh
melainkan dipotong tangannya”,

Dengan kata lain, setelah kedatangan Islam, undang-undang Islam memberikan kesan
yang cukup besar pada perkembangan intelektual masyarakat Melayu khususnya bagi
perkembangan undang-undang kesultanan Melaka, Pada beberapa pasal dalam kitab Qanun
Melaka ditemukan beberapa kalimat dan istilah Arab atau Parsi yang digunakan sebagai
bahasa ungkapan undang-undang, Seperti dalam kitab Qanun Melaka disebutkan lafaz fasal,
bai’, wallahu’alam, dan lain sebagainya. Pada tulisan ini, pembahasan lebih difokuskan dalam
masalah pidana (jinayat), walaupun disadari terkadang menyangkut pada masalah yang lain.

Dalam pandangan fugaha’, jinayat berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut
syara’. Pada umumnya pengertian jinayat digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan-
perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti: penganiayaan, pembunuhan dan lain
sebagainya. Disamping pendapat tersebut ada juga pendapat yang membatasi jinayat pada
kesalahan yang diancam hukuman hudid dan gigay.” Istilah lain yang sepadan dengan istilah
jinayat adalah jarimah, yaitu: larangan-larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang
atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) bagi seorang mukallaf yang diancam Allah
dengan dihukuman had atau ta’zir.2*

Dari definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa terlaksananya hukuman jinayat
karena terpenuhinya tiga unsur yang merupakan rukun jinayat. yaitu: pertama; adanya dalil-
dalil shar’i yang melarang atau yang memerintah suatu perbuatan dengan ancaman hukuman,
kedua; melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara’ atau meninggalkan perbuatan yang
diperint ah oleh shara’, ketiga; pelaku kesalahan adalah orang yang dapat memahami khitab
atau telah dapat dikenakan taklif (mukallaf). Tanpa terpenuhinya ketiga rukun tersebut,
maka tidak dapat dilaksanakan hukuman jinayat. Adapun bentuk hukuman jinayat berbeda-
beda sesuai dengan kadar dan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan.
Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan atas berat ringannya hukuman

BImam al- Mawardi memasukkan gigas dan diyat ke dalam tindak pidana hudiid, di antara ulama dewasa
ini yang sependapat dengan al-Mawardi adalah Abd al-‘ Aziz Amir, ia beralasan bahwa gisay dan diyat sama-
sama ditentukan sebagai Jarimah dan hukumannya ditentukan oleh al-Qur’an dan al-Hadith. Abd. Aziz Amir,
&l-Ta'zir fi al~Shari’ah (Dar al-Fikr al-Arabi, Mesir, cet. IV, 1969), 68.

“Ibid,, 219. Libat pule; A, Djazuli, Figh jindyat, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.
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manjadi tiga macam, yaitu: jarimah hudid, Jjarimah
Dalam Qanun Melaka ditemukan tiga macam b
hukuman hudud, hukuman qisag/diyat dan hukum

qisas/diyat gy, Jirimgg
entuk hukumay pid A’2jp

ana (jjn~ .
on 1o’z iy

Hukum Hudid
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orang yang merdeka, ia harus menerima hukuman cambuk sebanyak 100 kali yaitu dua kali
lipat hukuman yang harus diterima oleh seorang hamba. Ketetapan tersebut sesuai dengan
al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 25.

3l e Slicaaall e Lo (galad Llialiy Ll (e

Perbedaan jenis hukuman tersebut dimungkinkan agar orang-orang yang merdeka tidak
sewenang-wenang melampiaskan hawa nafsunya, sehingga dapat menjaga diri dari perbuatan
zina, karena orang yang merdeka memiliki peluang yang lebih besar untuk berbuat zina jika
dibandingkan dengan seorang budak. Hal ini dilihat dari pandangan umum, bahwa pada saat
itu scorang budak tidak berani melakukan sesuatu tanpa adanya anjuran atau izin dari tuannya.
Hukuman zina yang termaktub dalam Qanun Melaka tersebut disesuaikan dengan teks nas
shar’i. Pengambilan hukuman tersebut mengikuti pemahaman sebagian ulama yang
berpendapat bahwa had zina adalah termasuk hukum qat ’i (ta’abudi) yang tidak dapat diubah

dan diganti dengan bentuk hukuman yang lainnya.
Adapun Qadhfialah menuduh seseorang berbuat zina. Ditegakkannya hukuman Qadhf

menunjukkan bahwa tuduhan zina yang ditujukan kepada seseorang adalah tidak benar. Qanun
Melaka menetapkan hukuman bagi orang yang berbuat kesalahan Qadhfdengan denda sepuluh
tahil jika orang yang dituduh adalah orang yang merdeka, dan apabila orang yang dituduh
seorang hamba hukumannya adalah dua tahil sepaha.” Walaupun adanya ketetapan hukuman
tersebut, Qanun Melaka juga menginformasikan bahwa dalam hukum Islam seseorang yang
menuduh orang berzina tanpa adanya bukti yang dapat membenarkan akan dicambuk
sebanyak 80 kali.’* Keputusan tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam al-Qur’an surat
al-Nur (24) ayat 4.

Beratnya hukuman bagi pelaku Qadhfdiharapkan seseorang tidak mudah menuduh zina
kepada seseorang. Seandainya seseorang (kurang dari empat orang saksi sebagaimana yang

® Artinya: Apabila mereka (budak) mengerjakan zina, maka bagi mereka hukuman separo dari hukuman
wanita merdeka yang bersuami. Qs. al-Nisa’(4) : 25.

® Setahil nilainya sama dengan berat 37,8 gram emas. Sepaha sama dengan seperempat. Lihat: Harimukti
Kridalaksana, (et.al), Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

RI, 1994, 714.
3 Hukuman tersebut diatur dalam kitab Qanun pada pasal 12:3 “Adapun akan hukum orang yang menuduh

orang zinah itu, pada hukum Allah didera delapan puluh kali deranya. Jikalau pada hukum Qanun didenda
sepuluh tahil. Jikalau yang dituduh itu abdi, didenda dua tahil sepaha atau setengah harganya.” Liaw Yock

Fang, Undang-undang Melaka, 84. Setahil setara dengan 16 gram emas.
YArtinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka

tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dfm
Jjanganish kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

(Qs. al-Nur: 4), 544,



. g . '21
’ l ? N ?

nyaksikan perbuatan zina saudaranya, Makg ong
nar mcl‘yersa“daraan (ukhuwah Islamiyah) dengg, car, iy,
z; ta a’ﬂ lj menjauhkan diri dari tegaknya hukum Ay, t ey
er

Uu,p.
. . > etapjy, M
ang harus terpenuhi.’? Apabila scorang Penugy, tn

disyaratkan) benar-be
mempcrtimbangknn eratny
kesalahannya. Hal ini bukan

saksi mem . ti
persyaratan Cnfpat or aﬂga  coans g6k dengan bukti yang lengl.cap maka Orang Yang mcnu:ak
dapat menghadirkan emp £ Sanksi hukuman qadhf dapat dihapuskan apabily p U

mendapat hukuman qadh i
menarik persaksiannya yang sem ong
Disamping itu, diperkuat dengan adanyap

ituj da dirinya. |
yang dntEJ‘.l:(andl;?;an masalah murtad, dalam kitab Qanun Melaka diaty; pada
Berkaitan

Dasaly
. o kali i a
ke 36.1; “Apabila seorang Islam itu murtad, disuruh tobat tiga kali, jik, tiada May tobagt
dfbuu'ul; hukumnya, jangan dimandikan dan jangan disembahyangkan day Jangan

bahwa seseorang te] arg Sak
la menyatakan bahwa & telah mep,, - i

akuan dari pelaku zina atag kebenaran tudZina_
Uhgy

gy
33

pada ;:rl;';: ::11(:17 ketetapan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa menyry; Kitah Qg
semua orang yang murtad seakan identik dengan orang kafir harbi, sehingga haryg dibunuh
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Jiniyat dalam Kitab Qonun Melaka (Baidhilish Riyadhi Nelly Mujahidah)

bagi umat manusia untuk memilih agama yang dikehendaki oleh setiap insan. Dalam al-
Qur'an dituliskan beberapa ayat yang menjelaskan tentang murtad, seperti: Qs. al-Bagarah:
217, Qs. al-Maidah: 54, Ali Imran: 106, Qs. Muhammad: 27-27 dan banyak ayat lainnya.
Kesemua ayat tersebut tidak menyinggung hukum pidana mati bagi pelaku rigah. Hukuman

pidana mati bagi orang yang murtad baru disinggung dalam al-Hadith, seperti sebuah Hadith
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

¥ 08 Quoma 08 0 G il ae (e e ) Waa il Wi ada (o yee Wina
Y)Y OF 3¢y plasa (5500 03 Jag Y iy adle A o &) e, JB 6 )
o)) Cll O Gotially (5 )y iy Gl SO (g3als Y ) Jgay

(o

Deri penelusuran hadith Nabi yang berkaitan dengan masalah murtad, dapat disimpulkan
bahwa ditetapkannya hukum bunuh bagi orang yang murtad terjadi pada masa peperangan
dengan orang kafir. Sering kali mereka mengadakan konspirasi bersama orang kafir untuk
kembali memerangi Islam.** Dengan demikian, sesungguhnya pemberlakuan hukuman mati
bagi orang yang murtad lebih disebabkan oleh adanya konspirasinya dengan orang kafir
yang memusihi Islam, bukan semata-mata disebabkan oleh keluarnya dari agama Islam.

Berkaitan dengan masalah pencurian, Qanun Melaka mengatur dalam pasal ketujuh
ayat dua’® yang menetapkan potong tangan bagi para pencuri. Hal ini merujuk pada hukum

pidana Islam.”” Hanya saja Kitab Qanun Melaka tidak mengatur secara jelas kadar nisab
barang yang dicuri, schingga diberlakukan hukum potong tangan.
Adapun dalam hukum Islam, ukuran nisabbarang yang dicuri di antara para fuqahaterjadi

perbedaan pendapat. Imam Shafi’iy mengukur nisab barang yang dicuri sebesar Y dinar.

Sementara Imam Abu Hanifah mengukur nisab sebesar 10 dirham atau 1 dinar. Sedangkan Ibn

Rusyd berpendapat bahwa nisab barang yang dicuri adalah 4 dinar atau 40 dirham 3

Di samping hukum potong tangan, Qanun Melaka juga tidak mempersoalkan hukum
bunuh bagi pencuri, apabila pencuri tertangkap basah di saat melakukan pencurian. Pada

| Tri Wahyuni, Riddah (Konversi Agama): Studi Perbandingan antara Konsep Islam dan HAM, Tesis,

(IAIN Walisongo, Semarang: 1999), 33.

%'Dan jikalau ia mencuri di dalam rumah, dipotong tangannya hukumnya”. Lihat: Liaw Yock Fang,

Undang-undang Melaka,74.
¥Qs. Maidah: 38,
* Ibn Rusyd, Bidyah al-Mujtahid, Jilid I (Semarang: Toha Putra, tt.), 448.

11



mencuri itu dibunuhnya, suatypyy, tiadg

urian yaag dilskoken pads kampung ,, d::""
8

8
7.3 dituliskan: “Adapun Waktt !

dengan penc
kan Illa .d‘nya an_39
N e tajam dan mengadakan perlawan dapat dikat
membawa senjata cht ctapan kitab Qanunl Malaka, maka dapa akan bahw,
Memperhatikan

kctet
. tuan hukum Islam, sebab hy, Py
idak secara mutlak mengambil kct.cﬂ v b ™ Islag tid
tersebut ti yang mencuri dalam ketetapan tersebut tampgj, hukyy,
. an H ..
menghukum bun.uh balgs1 or ik] kampung orang lain dengan tanpa izin Meryp, . t
yang lebih dominan. tatakrama adat kampung. Oleh sebab ity Wargy kam, h
kesalahan, karena dianggap melanggar ta Piyg
. atu hukuman, tanpa harus menunggu keputusap darj pey,
berhak untuk memberikan su \aga keh tan d Baw;;
kerajaan. Warga kampung diberi hak sepenuhnya untuk menjaga kehormatan dan segy, Sesugy,
yang me;'eka miliki. Sehingga apapun bentuk hukuman yang diberikan oleh Masyarakg ey
menjaga kehormatan dan harta mereka disahkan dan d%llﬂdl_mgl oleh undang-undang'
Hukum Islam tidak membenarkan hukuman mati bagi pelaku pencurian, apalagi yang
dilakukan masyarakat (main hakim sendiri). Karena pelakéanaan hukuman adajap, hak yjy
ami, olch sebab itu seyogyanya pencuri yang tertangkap diserahkan kepada Pemerintg),
Selanjutnya Qanun Melaka menetapkan bahwa pelaku pencurian yang dilakukap secarg
bersama-sama, tidak semuanya mendapat keputusan hukum yang sama, pelaky Pencuriay
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Jiniyit dalam Kitab Qonun Melaka (Buidhillah Riyadhi Nelly Mujahidah)

didapat siang hari didenda oleh hukum 10 emas dan harta yang dicurinya digantung pada
batang lehernya, dibawa berkeliling negeri.®

Dari ketetapan hukum tersebut, dapat diketahui bahwa faktor waktu ikut serta
menentukan berat ringannya suatu hukuman, ringannya hukuman yang dilakukan pada siang
bari dimungkinkan karena mudahnya perlakuan pencurian diketahui oleh masyarakat,
sehingga tidak melakukan sesuatu yang membahayakan pada organ tubuh. Lain halnya ketika
peacurian dilakukan pada malam hari, di mana pada umumnya orang-orang sedang tidur. Di
samping itu, peluang melakukan pencurian lebih besar jika dibandingkan dengan yang
dilakukan pada siang hari.

Menurut penulis, waktu pencurian tidak ada pengaruhnya terhadap berat ringannya
keputusan hukum. Berat ringannya hukuman hanya diukur dari nilai barang yang dicuri dan
situasi kondisi yang melingkupi kehidupan pencuri. Adapun pencurian yang dilakukan siang
atau malam hari sama saja tidak dapat mempengaruhi ketetapan kadar hukum. Salah satu
yang turut menetapkan kadar hukum diantaranya adalah ukuran barang (nisab harga) yang
dicuri. Disamping keadaan yang dialami oleh pencuri. Seperti Umar bin Khatab r.a. pernah

tidak menerapkan hukum potong tangan pada musim kekurangan pangan.

Bagi orang yang minum khamr hingga memabukkan diancam hukuman oleh Qanun
Melaka sebanyak 40 kali cambukan bagi orang yang merdeka, dan 20 kali cambukan bagi
seorang hamba.*’ Hukuman tersebut merujuk pada pendapat para fugaha. Menurut Imam
Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi yang diberikan kepada orang yang minum khamr
adalah 40 kali jilid. Demikian pula menurut pendapat Imam Shafi’iy menetapkan 40 jilid,

meskipun ia kemudian membolehkan menambah penjilidan sampai dengan 80 kali, jika hakim
menghendaki setelah mempertimbangkan berbagai macam hal.

Adapun perbedaan tersebut disebabkan al-Qur’an tidak memberikan ketentuan hukuman
dengan tegas. Demikian pula dengan praktek hukuman yang dicontohkan oleh Rasulullah
SAW.,, terkadang kurang dari 40 kali jilidan terkadang juga kurang dari 40 jilid. Pada masa

pemerintahan khalifah Umar bin Khathab r.a. dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib r.a.
pelaksanaan hukuman sebanyak 80 kali jilid. Keputusan tentang banyaknya hukuman bagi
peminum khamr didasarkan pada hasil musyawarah dan kondisi merebaknya peminum khamr.
Pelaksanaan hukuman bagi peminum khamr juga harus didukung dengan adanya dua orang
saksi dan alat bukti berupa bau khamr serta adanya pengakuan dari pelaku. Pelaksanaan

“Ahmad Maghfuri KHM., Salinan Kitab Qanun, Manuskrip (Pontianak: Departemen Agama R1, tt.), 11.

“'Lihat Qanun Melaka pasal keempat-puluh dua, “Barang siapa minum arak dan tuak atau nﬁn}:m baran,g'
minuman yang memabukkan. Jikalau merdheka empat puluh kali deranya, jukalau abdi dua puluh kali deranya.
Liaw Yock Fang, Undang-undang Melaka, 162.
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percmpuan. Apabila orang yang berhak melaksanakan penuntutan ateu pemaafan benyak
dan sama derajatnys, maka menurut pendapat Imam Shafi'iy dan Imam Abmad, hak givay
Mp&mu&hmhﬂnﬁmﬂmmﬁmwu
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tiga hal,“ yaitu: 1) hilangya tempat untuk di qisas . 2) pemaafan dengan ikhlas dari ahli
waris atau wali orang yang tersniaya; dan 3) perdamaisn di antara pelaku jinavah dengan
ahli waris atauw wali dari keluarga korban. Hilangnya tempat wntuk di gpas maksudnya
adalah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang akan di gisa; scbelum dilaksanakannya
hukuman gisay . Di antara para ulama terjadi perbedasn pendapat tentang hal ini. Menurwt
Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang wajib di
gisa; mengakibatkan terhapusnya hukuman gisas, tanpa harus membayar divat, karesa
apabila korban tidak meninggal dunia atau hilang snggota badan yang akan di geray. maka
hukumsn gisag dapat terhapus, tetapi terdakwa wajib membayar diyat karena gisas dan
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yaitu sekati fima tahil Ahmad Maghfuri, Salinan Kitab Qeoun. 10
undang Meilaka, 68. Persada 154

“A. Djaruli, Figh Jinaya, cet. Ketiga (Jakarts: Raje Grafindo 000

“ Ibid.
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o hukumnya adalsh wajib, jika puleh s lain.®
diyat BukVIET = hukuman yang lain-= I
hukuman harus digant! . .« melalui pemaafall. di antara ulama tidak terdapg;
perdamaian. Melalui perdamaian terpidgy,
\pgan sesuai dengan kesepakatan. Pemaafan dapat dikatakg,
dapat membayar tangg | g - mdan pada menCI'USkan hukuman q&}'ﬂ; 9 Memaaﬂm
merupakan jalan yang lebih dianjur .. o
. buatan yang terpuji, tetapi hal ini bukay

uk per

orang ¥ kesalahan memang termas . .
l y‘“g l::;::twa terlepas dari hukuman apapun- Hukuman selanjutnya diserahkan kepady
ulil a;::febab terdakwa telah melanggar hak perorangan dan hak masyarakat. Di Kerajaan

Melaka dalam masalsh peradilan dibawah wewenang B endahara yang berpedoman Qanun
Melaka, walaupun intervensi Raja melalui titahnya memiliki pengaruh yang sangat besar.
Diyat dalam pembunuhan yang disengaja bukaniah hukuman pokok, melainkan hukuman
pengganti dari gigay , apabila gisay itu tidak dapat dilaksanakan atau dihapus karena beberapa
sebab ® Undang-undang Melaka menetapkan hukuman diyat pada beberapa bentuk kesalahan,
seperti membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, merusak harta benda orang lain dan
melukai binatang. Pada perkara kesalahan membunuh dengan sengaja, jika mendapatkan
maaf dari ahli waris korban pembunuhan, maka pelaku pembunuhan dikenakan diyat. Adapun
kadar denda yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan yang merdeka lebih besar dua kali
lipat jika dibandingkan dengan kadar diyat yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketetapan
hukum tersebut sesuai dengan pendapat Imam Shafi’iy. Hal ini diatur pada pasal ke 17
undang-undang Melaka.”' Sedangkan banyaknya diyat disesuaikan dengan kesepakatan di

mllt:ra pelaku tindak pidana dengan ahli waris atau wali korban di hadapan qadi dan disetujui
oleh Raja.

an tidak dapat dilaksanakan Makg
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Dari perbedaan pendapat tersebut, maka dapat di ,
dari korban) dapat menerima diyat dari pelaku pefnb:;i:l:“:e:ﬂhwa ;.vallu.' al-dam (wali
duabelas ribu dirtham perak, hal ini sesuai dengan pendapat dari Ir::r;e;:ll;: ;ﬂﬂr It:mas atau
Hanifah. Lain halnya dengan pendapat Imam Shafi’iy yang menyatakan bahWa:n :1:1 IT;,Abu
unta tidak mencapai seribu dinar, maka walliy al-dam dapat menerima sesuai dle): ol

: 11 gan harga
unta pada saat itu. Dengan demikian, standart diyat adalah seratus ekor unta, yang dapat
ix:ﬂ(kuz :(;1:;8;8: iu;tzi::;z:;l;e:ii :::::nunuhan. Suatu jumlah'pel.lgganti uang yang

g dapat mencegah terjadinya pembunuhan.
Adapun waktu pembayaran diyat menurut Imam Malik, Imam Shafi’iy dan Imam Ahmad
harus segera dibayar dengan alasan bahwa diyat pada pembunuhan yang disengaja merupakax;
pengganti dari gisag, sedangkan gisas tidak dapat ditunda. Disamping itu pengakhiran diyat
berarti memberikan keringanan bagi pembunuh, sedangkan pembunuh tidak berhak
mendapatkan keringanan.*2 Jika hukuman bagi pembunuhan diperingan maka dikhawatirkan
pembunuhan akan merajalela.

Berkaitan dengan kesalahan mencederai anggota tubuh seseorang karena tidak sengaja,
Qanun Melaka menetapkan agar pelaku membiayai ongkos pengobatan seseorang yang
dicedarai.” Demikian pula halnya yang berkaitan dengan kerusakan harta benda atau hewan
yang dimiliki oleh orang lain, seperti membunuh binatang peliharaan orang, maka pelakunya
dikenakan hukuman diyat. Ditetapkannya hukuman diyat bertujuan untuk menjaga harta

dan jiwa dengan ketentuan hukum yang tidak memberatkan.

Hukuman Ta’zir
Setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur’an dan al-Hadith disebut hudud.
an sangsinya oleh al-Qur’an dan al-Hadith disebut

sebagai ta’zir. Adanya konsep jarimah ta’zir dalam hukum pidana Islam menj adikan hukum
Islam selalu fleksibel dan antisipatif terhadap segala bentuk perubahan sosial.** Jarimah
hudid dapat berpindah menjadi jarimah ta’zir apabila ada shubhad. Demikian pula apabila
Jarimah hudid tidak memenuhi syarat, seperti pencurian barang yang kurang dari nisab

barang curian atau kadar yang telah ditetapkan.*

Adapun tindak pidana yang tidak ditentuk

2Ibid., 101.
154. ana Nasional, Jurnal

3 Abdullah Ishak, Islam di Nusantara,

M. Abdul Kholig, Prospek Hukum pidana Is!
Hukum, No: 8 Vol 4- 1997, 92.

% Adapun nisab barang curian yang bef
yaitu minimal % dinar. 17

am dalam Pembaharuan Hukum Pid

hukuman had telah dibahas pada halaman 27,

hak mendapatkan



belum mencapai pnisab barang curian,tidak dikenakan hukym “kudung
an hukuman ta zir, berupa denda sepuluh emas dan dig&ntmg
kemudian diarak ke sekeliling kampung.*

rang pencuri sebagaimana tertulis dalag kit
antungkan barang yang dicuri untuk keindin

disurub untuk keliling kampung, bertujuan agar SCOrang peRoart KGRk mengulang;
perbuatannya yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. .Bentuk hukuman inj dapat
membuat jera dan cukup efektif dalam mencegah berulangnya tindakan pencurian pada sag
itu. Apabila hukuman tersebut ternyata tidak dapat membuat jera bagi pencuri, maks
kebijakan hukuman yang lebih berat ditetapkan oleh bendahara.

Bentuk lain dari ta’zir adalah hukuman kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ufyj
amri, tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan shari’ah Islam
yaitu melindungi dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.’’ Pelarangan bagi
seorang hamba (rakyat) oleh Qanun Melaka dalam menggunakan beberapa kata seperti titah,
murka, kurnia dan lain sebagainya, dengan hukuman mati tidak dapat disebut ta’zir, apabila
hanya sekedar bertujuan untuk keagungan pribadi yang dimungkinkan akan menimbulkan
rasa takabur. Demikian pula adanya, pelarangan menggunakan warna kuning bagi seorang
hamba, dengan hukuman mati tidak dapat dikatakan ta’zir. Sebab hukuman mati dinilai
terlalu berlebihan dan tidak mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat.

Kedua larangan tersebut dapat dinilai positif ketika dilihat dari sudut etika dan adat
istiadat hubungan di antara hamba dengan Raja. Beberapa kata khusus bagi seorang Raja
mengandung makna yang mendalam. Karena merupakan hak oforitas dan hak prerogatif
bagi penguasa yang dibutuhkan untuk dapat mengatur berjalannya roda pemerintahan. Oleh

sebab itu tidak setiap orang dibenarkan menggunakan bahasa tersebut. Karena jika diperboleb-
kan maka akan terjadi kekacauan tatanan bernegara, sebab kesimpangsiuran instruksi. Adapu
Pela_mng‘m penggunaan warna kuning bagi seorang hamba, dapat ditafsirkan karena wamé
kuning adalah warna kebesaran dan merupakan simbul keagungan pembesar Melake.

Menurut kitab Qanun Melaka,
mencuri ayam, yang
tangan” akan tetapi dikenak
barang yang dicuri dilehernya

Ditetapkannya hukuman (2 'zir bagi s€0
Qanun Melaka tersebut, yakni dengan mengg

o ;:’j;d:rs:sal i::nbcla:: ayat dfm disebutkan: “Adapun orang yang mencuri tanaman seperti tebu atau pisané
: pinang atav daripada b_uah-buaban yang lain daripada itu, tiada dipotong hukumny4 te

18



Jinayat dalam Kitab Qonun Melakg (Baidhillah Riyadh; Nelly Mujahidah
)
SIMPULAN

Struktur isi kitab Qanun M.elflka memberi gambaran tent ang proses penerimaan hukum
Islam dan perkembangan pemikiran hukum Islam masyarakat Melayu. Undang-undang
Melaka yang asli memuat ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam kesultanan
berdasarkan pada adat Melayu. Unsur hukum Islam baru disebut pada pasal kelima, yang
mengatur tentang pembunuhan. Pasal tersebut menerangkan hukuman membunuh orang
sesuai dengan hukum Islam, yaitu sipembunuh hukumnya adalah dibunuh juga (gisay). Akan
tetapi petunjuk tentang pelaksanaan hukuman qisas dan masalah jinayat (Hukum Pidana)
lainnya, sebagian masih belum dijelaskan dan diatur secara luas. Akan tetapi terlihat secara
garis besar yang dianut adalah hukum Islam.

Hukum Adat memiliki peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan kitab Qanun
Melaka, kemudian diberi rekomendasi oleh Penguasa Melaka, seperti dengan adanya
perkataan: “itulah adatnya negeri” atau “inilah adatnya”. Oleh sebab itu dalam Qanun Melaka
terdapat sinergi di antara hukum adat dengan hukum Islam. Adanya eklektisme hukum dengan
mengadopsi dan menyeleksi hukum adat dan hukum Islam merupakan salah satu corak Qanun

Melaka dalam mewujudkan kewibawaan kerajaan Melaka dan kema°lahatan masyarakat
Melaka.
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